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KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

Menimbang : bahwa dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara
yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kayong Utara, dalam Kondisi Rusak/Aset
Usang dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi,
dilakukan untuk dihapuskan, perlu dibentuk Tim
Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
melalui Penetapan Keputusan Sekretaris Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
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Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
Menjadi Undang-Undang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuq 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintahh (PP) Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tahun 2020 Nomor 142);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015
tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung
Jawab tertentu dan Pengelola Barang Kepada
Pengguna Barang {Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 20);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor: 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang
Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 757);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024

tentang Standar Biaya masukan Tahun Anggaran
2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 376);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Xomisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

hTth'l/jdih kpll ga id/kalharlkaynngmam “
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12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat
Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum KXabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99};
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik
Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Negara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Republik Indonesia Nomor
1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab
Pengguna Barang Pada Komisi Pemilihan Umum
Dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat dan/atau
Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Dalam Rangka Pengelolaan Barang
Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
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KAYONG UTARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Panitia Penilai Arsip dengan susunan dan
personil sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :  Tugas Panitia Penilai Arsip sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU sebagai berikut:

a. Menyeleksi arsip yang akan disusutkan;

b. Membuat daftar arsip yang akan disusutkan;
¢. Menilai arsip yang akan disusutkan;
d

Membuat notulen rapat hasil penilaian arsip;

L

Membuat surat pertimbangan penilaian arsip;

h

Membuat daftar arsip usul musnah;
g. Melaksanakan tugas lain yang terkait dengan proses
penyusutan.
KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas, Panitia Penilai Arsip
bertanggungjawab kepada Ketua KPU melalui Sekretaris
Kabupaten Kayong Utara.
KEEMPAT :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
pada Tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

Kepala Subbagian Hukum

Dan Su Daya Manusia,

Radeylys Sitohang

[ -
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM  KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN
ANGGARAN 2025

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO. NAMA JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM
1 2 4 5
1. | M. Muslih Adnan Sekretaris Pengarah
o Kasubbag TPP Dan
2. | Adriani Ketty Pengarah
Parhumas
. Kasubbag SDM
3. | Radeyus Sitohang Pengarah
Dan Hukum
Kasubbag
4. | Muraidah Perencanaan Dan Pengarah
Data
Kasubbag
5. | R. Muharjanto Ari Prasojo Keuangan Umum Penanggungjawab
dan Logistik
6. | Gabriel Gerdian Staf Pelaksana anggota
7. | Eko Aminudin Staf Pelaksana anggota
8. | I'ib Sutera Aru Persada Staf Pelaksana anggota
9. | Citra Reskia Staf Pelaksana anggota
Staf Pelaksana
10. | Abdul Ghofar anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAYONG UTARA

ian Hukum
ya Manusia,

AR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAYONG UTARA
Ttd
M. MUSLIH ADNAN

https://jdih.kpu.go.id/kalbar/kayongutara




